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LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara dengan Narasumber Laksmi Kamaladewi, S.H., S.p.N.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RISET DAN TEKNOLOGI o es
alan Imam Bardjo

Pleb: Sel Kode Pos 50241

UNIVERSITAS DIPONEGORO i e e Face B

FAKULTAS HUKUM https://notariat.fh.undip.ac.id/| email-kenotariatan.undip@gmail.com

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Nomor : /26 /UN7.F1.6.MKn/AK/VII1/2024
Lamp. @ -
Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Notaris-PPAT Laksmi Kamaladewi, S.H.,Sp.N
JI. Tambora No.6-A, Kelurahan Tegalsari
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Novia Boedi Soebagio S.H.

NIM :11000223410126

Semester =3

Alamat . Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

\DE AjuPutrizghti, S H., M Hum.
“\NER-19696315 19903 2 001
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NY. LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.
NOTARIS
S.K. Men.Keh dan HAM RI Nomor : C-661.HT.03.01-Th.2001, tanggal 7 Desember 2001
Jl.Tambora No.6 A Candi Baru Semarang
Telp (024) 8315118

Semarang, 30 Agustus 2024

Nomor : 03/NOT.LK/VIII/2024 Kepada Yth.
Lamp : - Ketua Program Studi Magister
Hal : Surat Keterangan. Kenotariatan FH Undip
Jl. Imam Barjo No. 1-3
Semarang.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LAKSMI KAMALADEWI, S.H., Sp.N.
Jabatan : Notaris & PPAT Kota Semarang.
Alamat : J1. Tambora No. 6 A
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari,
Kota Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.

NIM : 11000223410126.

Semester : 3.

Alamat : Desa Soditan, RT 006 RW 003, Desa Soditan,
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat
Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan
Notaris.

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Notaris berkaitan dengan

judul

tesis yang dibuatnya.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Hormat saya

Nz kot
(LAKSMI KAMALADEWT, S.H., Sp.N.)
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Lampiran 2

Wawancara dengan Narasumber Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RISET DAN TEKNOLOGI S o o 18
alan Imam Bardjo

Pleb: Sel Kode Pos 50241

UNIVERSITAS DIPONEGORO i i ey et P Bt

FAKULTAS HU KU M https://inotariat.fh.undip.ac.id/] email:kenotariatan. undxp@gmall com

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Nomor : /b /UN7.F1.6. MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan [jin Riset

Kepada Yth. Kantor Notaris-PPAT Dr. Liany Dewi Sanjoto, S.H., M.H.
Jl.Halmahera Raya No.61, Kecamatan Semarang Timur,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama . Novia Boedi Soebagio, S.H.

NIM : 11000223410126

Semester : 3

Alamat : Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024

Sekretaris Program Studi
Magister Kenoza;iatan FH Undip

\\'Dr/Aju Putrij /
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NOTARIS

Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 5 Juni 1995, No. : C-92.HT.03,01-Th.1995
JI. Halmahera Raya No. 61, Semarang 50125
Telp. (024) 8452382 ; 8453124

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/IX/LDS/2024
Perihal : Hasil Penelitian (Riset)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap : Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H.
Notaris : Kota Semarang.
Alamat Kantor : J1. Halmahera Raya No. 61, Kota Semarang

Berdasarkan Permohonan [jin Riset dari Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Program Magister
Kenotariatan tertanggal 09 Agustus 2024, nomor : 126/UN7.F1.6.MKn/AK/VII1/2024, dari mahasiswa :

Nama : NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.

NIM : 11000223410126

Semester : 3 (tiga)

Alamat : Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Soditan,

Kecamatan Lasen, Kabupaten Rembang.

telah dilaksanakan di kantor saya, Notaris Dr. LIANY DEWI SANJOTO, S.H., M.H., pada tanggal 04
September 2024, dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang
Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 September 2024
Notaris Kota Semarang,

.. MLH.
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Lampiran 3

Wawancara dengan Narasumber Santy Ekawati Santoso, S.H

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
Jalan Imam Bardjo No. 1-3

UN |VERS|TAS D'PONEGORO Pleburan Semarang Kode Pos 50241

Telp. (024) 8413516 Faks. (024) 8413516
FAKULTAS HUKUM https:/inotariat.fh.undip.ac.id/] email kenotariatan undip@gmail. com
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
Nomor  : /2§/UN7.F1.6 MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
Hal . Permohonan [jin Riset

Kepada Yth. Kantor Notaris-PPAT Santy Ekawati Santoso, S.H.
J1. Hasanudin No.90, Kelurahan Plombokan
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama . Novia Boedi Soebagio S.H.

NIM : 11000223410126

Semester 1 3

Alamat : Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 26 Agustus 2024

_Sekretaris Program Studi
// Magister Kenotariatan FH Undip
. fop% N

. Dr. Aju Putrijafti, S H., M.Hum.
\NIP 19690315 19903 2 001
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SANTY EKAWATI SANTOSO, S.H.

NOTARIS - PPAT

JL. HASANUDIN NO. 90, SEMARANG

TELEPON : (024) 3588270

SURAT KETERANGAN
Nomor : 001.CN.NOT/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : SANTY EKAWATI SANTOSO, SH

~Pekerjaan : Notaris - PPAT

Alamat . Jl. Hasanudin 90 Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa
Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset dari Fakultas
Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Nomor : 128/UN7.F1.6.MKn/AK/VII1/2024, tanggal
26-08-2024 (enam Agustus Dua ribu dua puluh empat) telah
datang ke kantor saya, Notaris, nona NOVIA BOEDI
SOEBAGIO, SH untuk melakukan wawancara mengenai Jjudul

tesis vyang sedang dikerjakannya, yaitu “Perlindungan

_ HMukym  Terhadap Notaris _Bkibat - Pemalsvap - Akta . _Yang

Dilakukan Oleh Karywan Notaris.
Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya

untuk digunakan dimana perlu. ==—--—--e——m— o ________

Semarang, 11 September 2024

-

SANTY EKAWATI SANTOSO, S.H.
NOTARIS KOTA SEMARANG
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Lampiran 4

Wawancara dengan Narasumber Jessica Moza Azarine Hasuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Nomor :/Ab /UN7.F1.6.MKn/AK/VIII/2024
Lamp. : -
Hal . Permohonan [jin Riset

Kepada Yth. Jessica Moza Azarine Hasuka S.H.
JI. Tambora No.6-A, Kelurahan Tegalsari
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama . Novia Boedi Soebagio S.H.

NIM :11000223410126

Semester ¥ 3

Alamat : Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 09 Agustus 2024

_,Sef(rctans Program Studi
/~Magister Kenota}\atan FH Undip

RISET DAN TEKNOLOGI - Eaa s
alan iImam rgjo

Pleb Se Kode Pos 50241

2 o T a0 St

FAKULTAS HUKUM https://notariat.fh.undip.ac.id/| email-kenotariatan.undip@gmail.com
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . JECSicA ©MOMA R2ATME  AASurh
Pekerjaan . KANfALAN  CANTIL NOTAT S
Kantor . NOtRZIS prat N LAEStT KCAMBLADE W | S, S ™.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM : 11000223410126

Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Universitas : Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu
dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan wawancara
untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan ini dibuat agar

bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Agustus 2024

v
FEOsica tackp MATNE  MARUEA
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Lampiran 5

Wawancara dengan Narasumber Kevin Hilarius, S.H.

Nomor
Lamp.
Hal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RISET DAN TEKNOLOGI Jalan Imam Bardjo No. 1-3
alan Imam Bardjo

Pleb Se Kode Pos 50241

UNIVERSITAS DIPONEGORO Telp. (02¢) 8413516 Faks. (024) 8413516

FAKULTAS HUKUM https://notariat.fh.undip.ac.id/] emailkenotariatan.undip@gmail.com

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
: [Qo /UN7 F1.6. MKn/AK/VIII/2024

Permohonan [jin Riset

Kepada Yth. Kevin Hilarius S.H.
Jl.Halmahera Raya No.61, Kecamatan Semarang Timur,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama Novia Boedi Soebagio S.H.

NIM 11000223410126

Semester & 3

Alamat Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa
Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta

Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sem/a;ggg, 09 Agustus 2024

Sekretaris Program Studi
/~ Magister Kenotariatan FH Undip

"\Dr. Aju Pitrijas
NIR-19690315 19903 2 001 {
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Kevin Hitarivs
Pekerjaan - Karyawon wnotaas
Kantor - Dr.liany Oew' Sanipto ,5.H.,M-H-

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Novia Boedi Soebagio, S.H.
NIM 1 11000223410126

Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Universitas : Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu
dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan wawancara
untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan ini dibuat agar

bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3° Agustus 2024

—

Kevivy HWLARWS
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Lampiran 6

Wawancara dengan Narasumber Michael Romaneda S. S.H., M.Kn.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Nomor :/28 /UN7.F1.6 MKn/AK/VII1/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Michael Romaneda S, S.H., M.Kn.
J1. Hasanudin No.90, Kelurahan Plombokan
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Novia Boedi Soebagio S.H.

NIM : 11000223410126

Semester s 3

Alamat . Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 26 Agustus 2024

Sekretaris Program Studi
“Magister Kenotariatan FH Undip

<f

?Z/(,{QM

Dr. Aju Putrijant

'

,S.H., M.Hum.

RISET DAN TEKNOLOGI o oam Bartio 15

Pleb: Se! Kode Pos 50241
UNIVERSITAS DIPONEGORO Telp. <§z§§aa'l1aé"%r?"ais (034)?413516
FAKULTAS HUKU M https:/inotariat.fh.undip.ac.id/] email kenotariatan undip@gmail.com
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
- Micrael  fOMRNEDA S, M ,MKn.

Nama

Pekerjaan - Kar *ffwan Notrrs

Kantor : Samj fhaweh’ Santos? « TH
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Novia Boedi Soebagio, S H

NIM :11000223410126

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Universitas : Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data yang dianggap perlu
dan dibutuhkan dalam penyusunan tesis guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Memang benar telah melakukan
wawancara untuk kepentingan penyusunan tesis pada Fakultas Hukum, Program
Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Demikian surat keterangan

ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 September 2024

Mitho| Womaneda §. S H. Mbn .
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Lampiran 7

Wawancara dengan Narasumber Pengadilan Negeri Semarang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RISET DAN TEKNOLOGI Sotis i B A3
UNIVERSITAS DIPONEGORO e
FAKU LTAS HUKUM hitps://notariat fh.undip.ac.id/] email kenotariatan.undip@gmail. com
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Nomor : /UN7.F1.6. MKn/AK/VIII/2024

Lamp. : -

Hal :  Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. Pengadilan Negeri Semarang.
J1. Siliwangi No.512, Kelurahan Kembangarum
Kecamatan Kembangarum, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan ini disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Tesis sebagai tugas akhir
mata kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dibutuhkan bahan
penyusunan Tesis untuk itu dipandang perlu melakukan penelitian (riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama . Novia Boedi Soebagio, S.H.

NIM :11000223410126

Semester a3

Alamat . Desa Soditan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa

Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Judul Tesis . Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta
Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Semarang, 23 Agustus 2024

Sekretaris Program Studi
Magister Kenotariatan FH Undip

el

NIP 19690315 19903 2 001
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA .
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 101/KPN/SKET.Riset. HK2/1X/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A

Khusus menerangkan :

Nama : NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H.
NIM 1 11000223410126
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro ( UNDIP )

Alamat Perguruan Tinggi : JI. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus Universitas
Diponegoro, Pleburan, Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I
A Khusus tanggal, 30 September 2024 sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan
judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang
Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 September 2024

An. KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus
WAKIL KETUA
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Lampiran 8

Putusan 198/P1D/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 198/PID/2020/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah

ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RA.RIZKA VIVIANL.Amd Binti RM.HUSNI

2. Tempat lahir : Palembang

3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Januari 1989

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Mutiara Blok A2, Kelurahan
Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Kota Palembang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

4.
2.

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan

tanggal 7 Juli 2020;

. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juni
2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

. Hakim Tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal
28 Juli 2020;

. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam
Tahanan Rumah, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal
26 September 2020;

. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal
9 Oktober 2020;

. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai

dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat

Hukumnya bemama Mustadi Hartono, SH., dan Agustini Andriani, SH advokat pada
Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor di JI.

Disclaimer

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 90/PID/2020/PT PLG

Mahkamah Indonesia berusaha untuk selak informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komimen Mahkamah Agung untuk pelayanan publix. transparansi dan akuntabitas

pelakeanaan fungsi peradian. Namun dalam hak-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tekris terkat dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kam sajkan, hal mana akan terus kami perbaii dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informas: yang fermuat pada situs ini atau informasi yang sehanisnya ada, namun bekum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung RI melalus

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1
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Demang Lebar Daun, Macam Kumbang IA No. 4 Rt 43 Rw. 11 Palembang
berdasarkan surat kuasa No. 16A000119/SK-LBHMUSBA/VI/2019 tertanggal  Juli
2020, namun terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 9 Oktober 2020
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 3 November 2020 tentang
penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor
996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -40/Ep.2/06/2020 tanggal Juni
2020 sebagai sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-
sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun
2018 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018
bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai
Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota Palembang atau setidak-tidaknya
disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat
surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang
dilakukan terhadap Akta-akta Otentik sebagai mereka yang melakukan, yang
menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan Terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa
R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan
M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2
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AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat
Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA
NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai
staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta
Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para
pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.
Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan
seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di
Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta.
Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan
tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara
menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah,
S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama
Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa
Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn
sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa
pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja
sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk
Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada
para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai
Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal,
kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar
Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan
dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel
Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan
diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI
sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan
tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap /
stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh
Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan
atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini au informasi yang sehanusnya ada, namun bekum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalu

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara
M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam
kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim
AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai
Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu
persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena
Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta
Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya
FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib
bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai
Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI
langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,
M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa
Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan
tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani
oleh Yan Parogosa, S.Si.,, M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T.
menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan

dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama

Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA

NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H.,

M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan

atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama
atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas
nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang
dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia berusaha untuk selak mencantumkan informasi paling kini dan aurat sebagai bertuk komémen Mahkamah Agung untuk pelayanan publi, transparansi dan akuntabiitas
pelakeanaan fungsi peradian. Namun dalam hak-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tekris terkat dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kam sajian, hal mana akan ferus kami perbaii dan waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini au informasi yang sehanusnya ada, namun bekum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4
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2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA
PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan
Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang
dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer
CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA
HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn
tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES
WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN
TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH
,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama
SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17
Agustu 2019.
KESIMPULAN:
Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa :
Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan
pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF
HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :
Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan
AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20
-03-2018
Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH
,SH.,MKn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH
Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG
BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama
dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi
SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena
hilang kepercayannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank
Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5
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Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI. Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-
sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun
2018 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018
bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai
Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota Palembang atau setidak-tidaknya
disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat
surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai
mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta
melakukan Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa
R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan
M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan
AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat
Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA
NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai
staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta
Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para
pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.
Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan
seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di
Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta,
Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan
tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
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menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah,
S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama
Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa
Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,, M.Kn
sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa
pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja
sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk
Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada
para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai
Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal,
kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar
Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan
dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel
Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan
diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI
sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan
tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap /
stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh
Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan
atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara
M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam
kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim
AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai
Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu
persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena
Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta
Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya
FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib
bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai
Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI
langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,
M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa
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Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan
tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani
oleh Yan Parogosa, S.Si.,, M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T.
menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan

dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama

Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA

NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H.,

M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan

atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas
PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama
atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas
nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang
dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA
PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan
Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang
dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer
CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA
HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn
tertanggal 31-07-2018;

4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES
WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN
TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH
,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;

5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama
SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17
Agustu 2019.
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KESIMPULAN:
Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa :
Tanda tangan buktii QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan
pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF
HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :
Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan
AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20
-03-2018
Pada Butir IA dengan tanda tangan atas nama SYARIF
HIDAYATULLAH,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn Bin ABDUL
FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG
BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama
dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi
SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena
hilang kepercayannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank
Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.LAmd BINTI R.M.HUSNI masih
dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada pada
waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor
Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota
Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap Akta-akta Otentik. Perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
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Bermula masih dalam waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A.
RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,
M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf
minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD
ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat
Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA
NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai
staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta
Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para
pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.
Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan
seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di
Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta,
Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan
tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara
menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah,
S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama
Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa
Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn
sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa
pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja
sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk
Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada
para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai
Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal,
kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar
Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan
dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel
Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan
diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI
sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan
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tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap /
stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh
Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan
atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara
M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam
kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim
AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai
Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu
persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena
Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta
Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya
FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib
bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah Il Jalan Kapten A.Rivai
Nomor 1008, Kelurahan llir Barat | Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI
langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,
M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH,
S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa
Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan
tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani
oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T.
menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. DOKUMEN BUKTI
Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan
dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama
Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA
NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H.,
M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan
atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING.
1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas

PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama
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atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas
nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang
dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA
PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan
Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang
dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer
CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA
HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn
tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES
WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN
TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama
SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17
Agustu 2019.
KESIMPULAN:
Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa :
Tanda tangan bukii QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan
pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF
HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :
Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan
Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan
AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH,
yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20
-03-2018
Pada Butr I|.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF
HIDAYATULLAH,S H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL
FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG
BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI yang telah
memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa
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kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayannya dari masyarakat

terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor
Register Perkara PDM-40/EPP.2/08/02/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI Telah
Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana
“Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersekutu” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI
RM.HUSNI dengan PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun_Dengan
Perintah Terdakwa Segera Ditahan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan)
Merdeka Kelas | Wanita Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 01 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta

Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara

Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat

di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga

Palsu

2) 02 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah
dilagalisir Sesuai  Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF

HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn

3) 01 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian

Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib

antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang

dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang
diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri).
4) 01 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam

Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

5) 01 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik

Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

6) 01 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris

SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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7) 01 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris

SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL

FATTAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor
996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI. Amd BINTI RM.HUSNI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“turut serta melakukan pemalsuan akta otentik "

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta
Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara
Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di
Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga Palsu;

- 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib
antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang
dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang
diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah
dilagalisir ~ Sesuai  Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn;

- 1 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam
Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

- 1 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik
Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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- 1 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris
SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

- 1 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL

FATTAH
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang
tersebut,  Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah
menyatakan permintaan banding pada tanggal 10 September 2020, sesuai
dengan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid./2020/PN Plg. dan
masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 dan kepada Terdakwa pada
tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 September
2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 29 September 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan
kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding, kontra memori banding, Akta
Penerimaan memori banding dan kontra memori banding, serta Relaas
penyerahan memori banding dan kontra memori banding kepada Jaksa
Penuntut Umum yang kirim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3374/Pid.01/X/2020 tanggal 07
Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi
Palembang pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa
tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
Palembang kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 14 September
2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas
pemberitahuan tersebut;

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp - 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Kkarena telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa
yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan dan
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang
karena menurut Terdakwa putusan tersebut telah salah dan keliru karena
Terdakwa bukan pelaku yang membubuhkan dan menambah tanda tangan
Notaris pada Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta bersama sebagaimana
dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum , dan mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding dan
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020
/PN Plg tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas
pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Palembang karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut
telah banyak kelalaian dan kekeliruan didalam menguraikan pertimbangan-
pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menjatuhkan atau menerapkan
lamanya pidana badan terhadap diri terdakwa, dan mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan
sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam
persidangan pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh
Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-
dalil Pembanding / Jaksa Penuntu Umum dalam memori banding yang
menyatakan bahwa benar dalam proses pemeriksaan di pengadilan khususnya
pemeriksaan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah
mendapatkan hasil berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- dari saksi Rahmat
Setiadi ( saksi dari pihak Bank Mandiri), dan mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh dalil - dalil permohonan banding dari penuntut umum.
2. Menolak Seluruh  dalil-dalil  atau alasan-alasan yang dikemukakan
Penuntut Umum dalam Memori Banding.

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp - 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini untuk Menerima
Banding Terdakwa.

4. Mengubah/merevisi dan menolak tuntutan dari JPU atau Membebaskan
saya RA. Rizka Viviani Binti RM. Husni ( terdakwa ) dari semua tuntutan
Hukuman dalam perkara ini.

5. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 996/Pid.B/
2020/PN Plg tanggal 08 September 2020,atas Nama RA RIZKA VIVIANI.
Binti RM HUSNI

6. Memohon kepada Majelis juga untuk membebaskan saya dari semua
tuntutan hukaman di karenakan saya memiliki tiga (3) anak yang mana anak
saya paling besar atau anak pertama saya berumur 5 tahun yang semuanya
masih kecil terlebih anak terakhir saya masih berumur kurang lebih 4
(empat) bulan dan juga saya tulang punggung mereka di karenakan saya
sudah tidak ada suami lagi atau bercerai, maka kiranya dapat menjadi
pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08
September 2020 dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Kesatu dan demikian juga
tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan
Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Terdakwa di dalam memori
banding dan kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya
merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan
telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan
ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat
banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan
oleh karena itu alasan-alasan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang
telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubs Mahkamah Agung RI melalu
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Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan
oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimohonkan banding
tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan
Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari
tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam
perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan
pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut
dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkenan dengan perkara ini;

MENGADILL

1, Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/ Pid.B/
2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimintakan banding
tersebut ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan  sebesar
Rp2.000,00(dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 di
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang,
oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AMRON
SODIK,SH.,M.H.,dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas
pelaksanaan fungsi peradiian. Namun dalam hak-hal fertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkai dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajian, hal mana akan ferus kami perbaki dar waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informas: yang fermuat pada situs ini atau informasi \da, namun maka ha hubs Mahkamah Agung RI melalus Hall 18
Email - kepaniteraan@mahkamahagung go.d Telp - 021-384 3348 (ext 318) lalaman
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sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17
November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta
dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai
Panitera  Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM —HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. AMRON SODIK,SH.MH., R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

2. KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,
PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH., MH.,

Halaman 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia benisaha untuk selalu mencantumkan informasi paiing kini dan akurat sebagai bertuk kom#men Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. transparani dan akuntabiitas

pelaksanaan fungsi peradian. Namun dalam hak-hal tertentu terjadi dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajkan, hal mana akan tenus kami perbadi dan waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini tau informasi da, namun maka a hubu Mahkamah Agung RI melalu Hall 19
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) lalaman
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PUTUSAN

Nomor 359 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama

Tempat Lahir
Umur/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

: Perumahan

: RA. RIZKA VIVIANI, AMd. binti RM.

HUSNI;

: Palembang;
;31 tahun/19 Januari 1989;
: Perempuan;

. Indonesia;

Pesona Mutiara
Blok A2, Kelurahan

Kecamatan Sako, Kota Palembang;

Lebung Gajah,

: Islam;

: Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Tahanan Kota sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli
2020 (Tahanan Kota);

2. Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Juni 2020
sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

3. Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Atau;

Kedua:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik Indonesia bersaha untuk selaku mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bertuk komamen Mahkamah Agung untuk pelayanan publi, transparansi dan auntabilitas
pelakeanaan fungsi peradian. Namun dalam hak-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tekris terkat dengan akurasi dan kelerkinian informasi yang kam sajkan, hal mana akan terus kami perbaii dan waktu kewaktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 359 K/Pid/2021

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang fermuat pada situs ini atau informasi yang sehanisnya ada, namun bekum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalu
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Atau;
Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 19 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pemalsuan akta otentik secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM.
HUSNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah
Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Merdeka
Kelas | Wanita Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) dokumen asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama
Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 Wib antara Tuan AHMAD
ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris
SYARIF HIDAYATULLAH, S H., M.Kn., (Yang diduga palsu);

2) 2 (dua) lembar fotokopi buku register manuta Akta yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

3) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 WIB antara
Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di
Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. (Yang diduga palsu
dari pihak Bank Mandiri);

4) 1 (satu) layar komputer Acer 14 inc model: P166HQL wama hitam milik
Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn_;

5) 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek: ALCATROZ milik Notaris
SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MKn,;
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6) 1 (satu) unit keyboard warna hitam merek: Logitech milik Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn ;

7) 1 (satu) unit printer Canon IP 2770 wama hitam milik Notaris SYARIF
HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn;

Dikembalikan kepada pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH bin ABDUL

FATTAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang  Nomor
996/Pid.B/2020/PN.Plg., tanggal 8 September 2020, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemalsuan akta otentik”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dokumen asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama
Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 Wib antara Tuan AHMAD
ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di Kantor Notaris
SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn,, (Yang diduga palsu);

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian
Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14.30 WIB antara
Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH yang dibuat di
Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. (Yang diduga palsu
dari pihak Bank Mandiri);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar fotokopi buku register manuta Akta yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;
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1 (satu) layar komputer Acer 14 inc model: P166HQL wama hitam milik

Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn;

1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merek: ALCATROZ milik Notaris

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MKn,;

1 (satu) unit keyboard warna hitam merek: Logitech milik Notaris SYARIF

HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn ;

1 (satu) unit printer Canon IP 2770 wama hitam milik Notaris SYARIF

HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH bin ABDUL
FATTAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang  Nomor
198/PID/2020/PT PLG, tanggal 17 November 2020, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2) Menguatkan Putusan Pengadian Negeri Palembang  Nomor
996/Pid.B/2020/PN.Plg., tanggal 8 September 2020, yang dimintakan
banding tersebut;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2020/PN.Plg,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2020 dar
Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2020;
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Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020 dan Terdakwa
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan judex
facti/iPengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex factiPengadilan
Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup
mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat
pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang
sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan
apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan
ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;
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Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebankan untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILLI:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RA. RIZKA
VIVIANI, A.Md. binti RM. HUSNI tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho,S.H., M.Kn.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

Dr. H. Eddy Amy, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.
Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
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